BAB I
PENUTUP

A Kesimpulan

Hasil yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam kasus yang telah dibahas pada bab
bab sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Yali Construction Indonesia
dengan pekerjaan proyek PT. Chinli International Footware yang diserahkan kepada
PT. Sinar Baru Konstruksi berdasarkan bukti bukti yang dikemukakan, terlebih dengan
kontrak konstruksi yang disepakati antara PT. Sinar Baru Konstruksi dengan PT. Yali
Construction Indonesia. PT. Yali Construction Indonesia yang melakukan wanprestasi
berupa keterlambatan dalam menyelesaikan proyek konstruksi tersebut, yang
seharusnya proyek tersebut selesai dalam jangka waktu 180 hari setelah diberikannya
uang muka. Namun, pada prosesnya, PT. Yali Construction Indonesia meninggalkan
lokasi proyek pada bulan Septemnber 2021. Proyek tersebut berjalan sebesar 18% yang
mana seharusnya telah berjalan 25%. PT. Yali Construction Indonesia memiliki
kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT. Sinar Baru
Konstruksi, berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Sinar Baru
Konstruksi. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi PT. Yali Construction Indonesia melakukan 2 jenis wanprestasi
yaitu tidak melakukan wanprestasi sesuai dengan yang telah disepakati dan terlambat

dalam melakukan prestasinya.

2. Pertimbangan Majelis hakim memberikan putusan mengenai perkara Nomor
68.Pdt.G/2022/Jkt.Utr mengenai PT. Sinar Baru Konstruksi dengan PT. Yali
Construction Indonesia atas perkara sengketa pembangunan pabrik PT. Chinli
International Footware sudah sesuai dengan peraturan dan fakta di lapangan, karena

berdasarkan fakta yang diberikan oleh PT. Sinar Baru Konstruksi dalam keterlambatan
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pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT. Yali Construction Indonesia, hal tersebut
mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata. Kemudian, sanksi kepada PT. Yali
Construction Indonesia yaitu penggantian dana sebesar Rp. 5.644.481.481 dan kerugian
keterlambatan sebesar Rp. 120.000.000. Dasar pertimbangan hakim terhadap keputusan
penggantian rugi tersebut berdasarkan fakta - fakta yang telah dipaparkan sebelumnya
mengenai presentase yang diberikan oleh PT. Sinar Baru Konstruksi, meskipun
dianggap subjektif oleh PT. Yali Construction Indonesia. Hal tersebut mengacu pada
kontrak konstruksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka, penting untuk
menunjukan konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam membuat proyek
kontrak konstruksi. Pertimbangan hakim didasarkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kepastian
hukum, faktor keadilan dan kebenaran, faktor kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan
faktor kepastian hukum yang mengacu pada Pasal 1234 KUHPerdata mengenai
perikatan dan Pasal 47 Ayat 1 Huruf G Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi mengenai wanprestasi. Sedangkan untuk faktor keadilan dan kebenaran,
hakim mengacu pada kontrak konstruksi yang dijadikan bukti dalam perkara tersebut,
serta saksi saksi yang terlibat. Faktor kemanfaatan bagi masyarakat sudah terpenuhi,
sesuai dengan norma - norma yang dipegang oleh masyarakat.
B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait kasus diatas atau seseorang yang
mempunyai kasus serupa adalah :
1. Perlunya kontrak konstruksi yang lebih rinci, jelas, dan tidak akan memberatkan
kedua belah pihak dikemudian hari. Maka lembaga lembaga selain pemilik proyek dan
penyedia jasa konstruksi sangat diperlukan, agar mempermudah proses pembangunan
proyek konstruksi sesuai dengan kualifikasi, waktu, serta biaya yang telah disepakati
2. Pihak pihak yang bersengketa dalam suatu pekerjaan konstruksi, dapat

menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi, konsialisasi, dan abitrase jika
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penyelesaian kedua belah pihak tidak memiliki jalan keluar yang baik untuk kedua

belah pihak.
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